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PENUTUP

A. Kesimpulan
Larangan kepemilikan tanah pertanian secara absentee/guntai di

Kota Kupang masih belum bisa dilaksanakan secara efektif yang
dikarenakan masih banyak adanya kepemilikan tanah pertanian secara
absentee/guntai di Kota Kupang yang disebabkan oleh beberapa faktor
yaitu:
- Faktor Kebiasaan
Sejak dahulu kita sudah tidak asing lagi jika mendengar
seseorang memiliki banyak tanah atau biasa sering disebut
jurangan. Memiliki banyak tanah merupakan suatu keuntungan
dan investasi bagi masa yang akan datang ketika harga tanah
tersebut sudah tinggi maka tanah tersebut bisa dijual dan
langsung bisa mendapatkan keuntungan, adapula yang
memberikan tanah tersebut kepada keluarganya sebagai warisan.
- Faktor Hukum
Secara formal keseluruhan peraturan perundangan yang
mengatur tentang larangan kepemilikan tanah pertanian secara
absentee/guntai  adalah sah, karena dibentuk oleh
pejabat/instansi yang berwenang dan dalam pembentukannya
telah melalui proses sebagaimana yang ditentukan, dan sampai
sekarangpun masih berlaku. Namun dikarenakan kurangnya
sosialisasi dan kurangnya eksistensi dari larangan ini, sehingga
banyak yang kurang tahu tentang adanya larangan ini.
- Faktor Aparat dan Penegak Hukum
Kantor Pertanahan tidak mempunyai data yang akurat tentang
adanya pemilikan tanah pertanian secara absentee/guntai yang
dikarenakan banyaknya pihak yang melakukan penggandaan

KTP, sedangkan Kantor Pertanahan pun kekusahan dalam
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membedakannya dan juga tidak memiliki wewenang

menyelidiki lebih jauh untuk mengurusi masalah KTP tersebut.

Peran Kantor Pertanahan dalam mengatasi kepemilikan tanah
absentee/guntai yaitu:

a. Penertiban administrasi, yaitu dengan melakukan pengawasan yang
ketat terhadap pemindahan hak atas tanah pertanian melalui kerja
sama antara instansi yang terkait yaitu Pemerintah Daerah dan
PPAT.

b. Penertiban Hukum, yang akan dilakukan dengan cara penyuluhan
kepada Masyarakat, Pemerintah Daerah, PPAT tentang larangan
kepemilikan tanah pertanian secara absentee/guntai agar banyak

masyarakat yang mengetahui tentang larangan ini.

. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis ingin memberikan saran
yaituPerlu adanya koordinasi yang baik dari PPAT dan kantor
pertanahan dalam mencegah larangan kepemilikan tanah pertanian
secara absentee/guntai ini. PPAT dapat melakukan penolakan jika ada
yang ingin melakukan jual-beli tanah pertanian yang domisilinya
berbeda dengan kecamatan tanah tersebut berada.Aturan mengenai
larangan pemilikan tanah pertanian secara absentee/guntai ini sangat
bagus untuk kesejahteraan para petani, namun kurangnya pengetahuan
masyarakat mengenai aturan ini sehingga perlu adanya penyuluhan

secara berkala.
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